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ABSTRAK

Sistem peradilan anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak
sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara
khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Rumusan masalah ini adalah
bagaimana pengaturan hukum restorative justice dalam proses penyidikan
terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana penerapan prinsip
restorative justice dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak
pidana persetubuhan, bagaimana hambatan  penyidik menerapkan prinsip
restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan
pidana persetubuhan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum
restoratif justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan diatur
dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak. Hakim tidak memberikan restorative justice dengan melaksanakan diversi
terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terlihat dalam putusan
hakim dimana hakim hanya mengacu pada pasal-pasal pelaksanaan diversi dalam
UU Nomor 11 Tahun 2012, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dan KUHP.
Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana kekerasan yang
mengakibatkan korban meninggal yang dilakukan oleh anak mendapatkan
hambatan dalam penerapannya sepertimasih sangat terbatasnya baik sarana fisik
bangunan tempat pelaksanaan restorative justice.
Kata Kunci: Restorative Justice , Anak, Persetubuhan

ABSTRACT

The juvenile justice system has a specificity, whereby against children as a
special legal study, it requires officials who are specifically authorized to carry
out criminal justice processes against children who are in conflict with the law.
The formulation of the problem in this is how to regulate restorative justice law in
the process of investigating children as perpetrators of crimes, how to apply the
principles of restorative justice in the process of investigating children as
perpetrators of sexual intercourse, what are the obstacles investigators apply to
the principles of restorative justice against children as perpetrators of crimes
intercourse criminal intercourse The results of the research show that restorative
justice law arrangements for children as perpetrators of violent crimes are
regulated in Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.
Judges do not provide restorative justice by carrying out diversion against
children who commit acts of violence seen in the judge's decision where the judge
only refers to the articles of implementation of diversion in Law Number 11 of
2012, PERMA Number 4 of 2014 and the Criminal Code. The application of
restorative justice to acts of violence resulting in the death of victims committed
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by children encounters obstacles in its application, such as the very limited
physical facilities of the building where restorative justice is implemented.

Keywords: Restorative Justice, Children, Intercourse

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan
pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha
Esa yang senantiasa harus Kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat
dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak
merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi
kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi
penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak
kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Konstitusi Indonesia telah menjamin hak konstitusional bagi anak-anak
Indonesia, yakni “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Arif
Gosita mengatakan bahwa anak wajib di lindungi agar mereka tidak menjadi
korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun
pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud
dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial),
karena tindakan yang pasif atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta
atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.

Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan
yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang
kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya,
mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana

anak yang asing bagi dirinya anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan
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penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap dirinya, yang
menimbulkan kerugian mental fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini
disebut perlindungan hukum/yuridis (legal protection).

Pengadilan yang menagani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana
yang merupakan bagian dari peradilan umum mulai dari penyidikan, penuntutan,
pengadilan, dan pemasyarakatan. Peradilan pidana anak merupakan suatu
peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak.6 Penyidik anak, penuntut
umum anak, hakim anak, petugas pemasyarakatan anak merupakan suatu kesatuan
yang termaksuk dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana
anak (juvenile justice system), bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak,
sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak, sekaligus
juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami
masalah dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang
berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap
pembimbingan setelah menjalani pidana. Kata peradilan tidak diartikan sebagai
badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 dan
dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Sistem peradilan pidana anak adalah bagian dari badan peradilan umum, maka
sidang perkara anak dengan sendirinya mencakup berbagai lingkup wewenang
badan peradilan umum.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak disebutkan : Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan
Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga
atau pakaian dinas. Tujuan dari proses semua ini adalah agar anak lebih rileks dan
tidak tertekan secara mental (psikologis) serta bersedia menceritakan kejadian
yang di alami. Anak yang melakukan tindak pidana, sesuai Pasal 68 Undang-
Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijatuhkan pidana atau dikenakan
tindakan.
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Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan,
pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di lembaga
pemasyaraktan anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik
khususnya atau setidaknya mengetahui tentang masalah anak nakal. Perlakuan
selama proses peradilan pidana anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan
martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat
nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak
hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan
bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang
kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.

Perlindungan hukum dalam hal ini mengandung pengertian perlindungan
anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur tentang
peradilan pidana anak), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana.
Peradilan pidana anak, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, dan
pemasyarakatan. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya
demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan
sosial.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu
masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagi
bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak
membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun
hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan
anak. Arif gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi
kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang
membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan
anak.

Kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti “kekusaan mengadili”

(kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses penegak hukum.
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Putusan Hakim mengakibatkan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang
menyerang anak apabila putusan tersebut berdasarkan asas keadilan karena anak
sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus
cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat
khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras,
serasi dan seimbang.

Tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk menyembuhkan kembali
keadaan kejiwaan anak yang telah terguncang akibat perbuatan pidana yang telah
dilakukannya. Jadi tujuan pidana tidak semata-mata menghukum anak yang
sedang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang telah
melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini
penting mengingat bahwa apa yang telah dilakukannya perbuatan salah yang
melanggar hukum. Untuk itu penjatuhan pidana bukanlah satu-satunya upaya
untuk memproses anak yang telah melakukan tindak pidana.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas
mengenai keadilan restoratif  yang dimaksudkan untuk menghindari dan
menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat
kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Sangat diperlukan peran serta
semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan
menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan
menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode
atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode
penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan
oprasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan
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populasi dan sampel. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang
mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori
hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif analistis, merupakan metode
yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang
terjadi atau berlangsung yang tujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin
mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal,
kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Dalam penulisan ini menguraikan hal-hal tentang anak sebagai
pelaku tindak pidana persetubuhan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Kasus
(Case Approach), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus
yang berkaitan dengan isu anak sebagai pelaku tindak pidana
persetubuhan.Pendekatan Konseptual (Copceptual Approach), dilakukan dengan
mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum,
yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian
hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu
yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin
tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi
hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian
yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan
diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada,
sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam
pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data
primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta
dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh
dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu
studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara
pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data
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sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang
merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana
guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan
makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 dengan wadah negara kesatuan republik indonesia dalam ketertiban
pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan
kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi
perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.
Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu
masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai
bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak
membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun
hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi perlindungan anak.

Perlindungan anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi muda dan
masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu sistem terpadu dan
terkoordinasi dengan baik. Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak
anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk
perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah
sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses
perlindungan anak dimaksud sebagai proses pendidikan terhadap ketidakpahaman
dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial
kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang
sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi. Pendidikan, bimbingan,
permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum.

Menurut Shanty Dellyana bahwa perlindungan anak adalah “suatu usaha
yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan
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kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini merupakan perwujudan adanya
keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak
harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Bismar Siregar yang dikutip oleh Maulana Hassan Wadong menyebutkan
bahwa : “untuk mengelompokan hukum perlindungan anak dengan bentuk yaitu
aspek hukum perlindungan anak, ruang lingkup advokasi anak dan hukum
perlindungan anak lebih dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur dalam hukum
dan bukan kewajiban, mengingat ketentuan hukum (yuridis) anak belum dibebani
dengan kewajiban”.

Menurut Kartini Kartono dalam Wagiati Soetodjo bahwa yang dikatakan
juvenile delinquency adalah prilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-
anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan
remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu
mengembangkan bentuk pengabaian tingkat laku yang menyimpang.

Perumusan sanksi pidana dan sanksi tindakan ini menunjukan bahwa UU
SPPA telah menganut apa yang disebut dengan double track system. Dengan kata
lain, Undang-Undang ini telah secara eksplisit mengatur tentang jenis sanksi
pidana dan sanksi tindakan sekaligus. Menurut Marlina, hukuman terbaik bagi
anak dalam peradilan pidana bukanlah hukuman penjara, melainkan tindakan
ganti rugi menurut tingkat keseriusan tindak pidananya.

Anak yang melakukan tindak pidana dapat diproses hukum dan upaya
yang sesuai. Salah  satu penyelesaiannya adalah melalui  suatu
Peradilan Anak sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak
dengan tanpa mengabaikan tegaknya keadilan.

Pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum dilatarbelangi oleh
filosofi bahwa semata-mata demi kepentingan anak. Artinya, terhadap anak
sebagai generasi penerus bangsa tidak diinginkan untuk dijatuhi pidana mati,
karena anak sangat memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka
menjamin pertumbuhan yang menunjang perkembangan fisik, mental, dan

sosialnya. Karena itu, apabila diancamkan pidana mati, maka upaya pembinaan
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dan perlindungan tidak akan pernah dapat diberikan sementara usia yang akan
dijalani oleh seorang anak masih sangat panjang.

Ancaman pidana seumur hidup, yang bermakna bahwa pelaksanaan pidana
akan dilalui sepanjang hidup anak di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut tidak
diinginkan UU SPPA.” UU SPPA menegaskan bahwa terhadap anak yang
berkonflik dengan hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana atau
kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka
pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh)
tahun.

Pidana pengawasan adalah jenis pidana yang baru. Pidana pengawasan
adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang
dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap prilaku anak dalam kehidupan sehari-
hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh
Pembimbing Kemasyarakatan. Pidana pengawasan bukan merupakan pidana
penjara ataupun kurungan yang dilaksanakan di rumah si anak, tetapi berupa
pengawasan terhadap terpidana selama waktu tertentu yang ditetapkan putusan
pengadilan.

UU SPPA tidak menginginkan anak yang telah melakukan kenakalan
dijatuhi pidana tambahan berupa Pengumuman Keputusan Hakim. Hal ini
memang dibenarkan, karena anak yang walaupun telah divonis pidana yang akan
berpengaruh terhadap perkembangann fisik, sosial, dan mentalnya, akan
menambah penderitaannya kalau ditambah dengan pengumuman terhadap putusan
yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut yang kemudian akan diketahui oleh
masyarakat luas termasuk temantemannya.

Anak vyang berkonflik dengan hukum yang berdasarkan putusan
pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau seseorang bukan berarti
sepenuhnya di bawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi anak yang
bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing
Kemasyarakatan. Dalam suatu perkara anak yang berkonflik dengan hukum,
apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau seseorang tidak dapat
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memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat
menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak
(sebagai anak sipil) untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan di bidang
pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya, sehingga setelah
selesai menjalani tindakan dapat hidup lebih baik dan mandiri.

Prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh
pemerintah di lembaga pemasyarakatan anak atau departemen sosial, akan tetapi
dalam dalam kepentingan anak menghendaki, hakim dapat menetapkan anak yang
bersangkutan diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti:
pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memerhatikan agama
anak yang bersangkutan

Dimaksud dengan penyerahan kepada seseorang adalah penyerahan
kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung
jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh anak. Perawatan dirumah sakit jiwa
adalah tindakan yang diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak
pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa, sedangkan perbaikan akibat
tindak pidana misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak
pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak
pidana.

UU SPPA memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena
kaedahnya mudah didefenisikan. Pembentukan peraturan perundang-undangan
yang baik dan ditaati sengat penting bagi negara-negara yang sedang
membangun seperti negara saat ini, termasuk membangun sistem hukum baru
yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Adanya UU SPPA, maka untuk menangani perkara anak atau orang yang
belum cukup umur yang melakukan tindakan pidana adalah berdasarkan
ketentuan UU SPPA. Kedudukan UU SPPA vyang telah mencapai proses
legalitas, kemudian mendudukan asas-asas hukum acara pidana semakin

prospektif. Rumusan ketentuan UU SPPA menjadi objektif dari asas-asas dalam
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proses peradilan anak di Indonesia. Ketentuan legalitas UU SPPA dalam proteksi
hukum acara pidana dapat disebut sebagai hukum acara pidana anak yang khusus
mengatur pengadilan anak dengan segala fenomena yuridis dan keutamaan
legalitas dalam menangani kejahatan anak atau anak menjadi korban (victima)
dari kejahatan atau pelanggaran pidana.

Pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif.
Berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas pidana, angka perbandingan rata-
rata pengulangan atau penghukuman kembali (reconviction rate) orang yang
pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku.
Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum
pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan
pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha
untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Tujuan dibuatnya ketentuan pidana dan tindakan dalam UU SPPA yang
berbeda dengan ketentuan pidana dalam KUHP, dimaksudkan untuk lebih
melindungi dan mengayomi anak. Selain itu, menurut penjelasan umum UU
SPPA pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak
agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia
yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat,
bangsa dan negara.

Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala
sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang
yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami
proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan
seperti yang dimiliki oleh dewasa. Konsekuensinya, reaksi terhadap anak tidak
sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada
punitif.

Berdasarkan konsideran tersebut telah dirumuskan pentingnya perangkat
hukum dan kelembagaan yang khusus disediakan bagi anak yang secara kebetulan
berhadapan dengan hukum. Anak yang walaupun secara kualitas dan kuantitas
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dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti halnya yang dilakukan
orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan
penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan.

Mengingat kekhususan yang dimiliki anak atas prilaku dan tindakannya,
maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama penjatuhan
pidana penjara merupakan upaya akhir bilamana upaya lain tidak berhasil.
Penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap seorang anak yang melakukan
kejahatan adalah salah satu bagian penting, karena fungsi pemidanaan bagi anak
adalah untuk memberikan perlindungan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum restoratif justice terhadap anak sebagai pelaku tindak
pidana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak memberikan restorative justice dengan
melaksanakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan
terlihat dalam putusan hakim dimana hakim hanya mengacu pada pasal-pasal
pelaksanaan diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, PERMA Nomor 4 Tahun
2014 dan KUHP.

Penerapan restoratif justice dalam menyelesaikan tindak pidana terhadap
anak sebagai pelaku tindak pidana adalah memfokuskan kepada kebutuhan dari
pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat,
dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan
pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku
kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya,
dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak.

Hambatan dalam penerapan restoratif justice terhadap anak sebagai pelaku
tindak pidana kekerasan adalah masih sangat terbatasnya baik sarana fisik
bangunan tempat pelaksanaan restorative justice, maupun non fisik yaitu belum
tersedianya tenaga-tenaga professional seperti dokter, psikolog, tenaga instruktur
ketrampilan dan tenaga pendidik di berbagai tempat dimana anak di tempatkan

selama dalam penanganan proses hukum.
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